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BUPATI NATUNA,

bahwa untuk penertiban administrasi dan
sesuai dengan hasil pertemuan tim teknis
bersama protugas lapuangan  program
Pengentosan Kemislonansm se Kabupaten
Hatina Bidang Helautan dan Peritkanan
perlu dilakukan perubahan guna
penyempurnasn;

bahwa berdasarkan pertimbangan
schagaimana  dimaksud dalam bhurmf a
diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupah Nomeor 7 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Tcknis Pelaksenaan Program
Pengentasan Kemislanan Bidang Kelautan
Dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun
2015

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentulkan Kabupaten
Pclalawan, Kabupaten BRokan  Huhy,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Kanmun, Kabupaten Nabtaina,
Kabupaten HKusnian Singingi dan Kota
Batam  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesita Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3902) sebagaimana telab
diubahh beherapalkali  terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003



tentang Derubahan Kelige Atas Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kahupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupzten Matuna, Kabupaten EKuantan
Singing dan Kota Batam {Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tamhahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomot 4880),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Pembentukan Provinsi EKepulauan
Rigu |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lemberan MNegara Republih  Indonesia
Nomor 1237}

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
e tentang Sistem Perencanaan Poembangunan
Nasional [Lemhbaran WNWegara Republbk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentemg Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tabhun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2009 Womor o 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indunesia Nomor 5073);

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang FPerimbangan Keusngan Anlara
Pemerintah Pusal dan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4438);

6. Undang-Undang MNomor 27 Tehun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
FMalau-Pulau  Kecil ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54940);
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7.  Undang-Undang Nemer 20 Tabhun 2008
tenlang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tuhun 2008 MNomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor 4266);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang IPernbentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 2234;

09,  lndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NMomar H58T)
schapaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tehun 2015 tentang Perubahan Kedus
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2015
Momer 58, Tambahan Lembaran Newars
Republik Indonesia Nowmos SE7I)

100,  Peraturan Menterl Dalam Neweri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah scbagaimanae telah
diubah beberapakali teraklnr dengan
Peraturan Menteri Dalarmn Negenn Nomor 21
Tahun 2011 ientang Perubahsn RKedua
Atas Peraturan Menteri Dalam  Neperi
Nomor 123 Tahun 2006 teniang Pedoman
Penpgelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

11. PFeraturan Menteri Negara Pembangiinan
Dracrah Tertinggal MNomor O1/PER/M-
FDT/11/2006 tentang Penetapan Alukasi
Dana dan Pedorman Umum Penoyusunan
Sirategi  Dacrah  Pembangunan  Dacrah

Tertinggal;

12, Peraturan CGubernur Provinei

Eepulauan Riau Nomer 22 Tahun 2010

tentang  Peryaluran  Dana  Banluan

Keuangan Kepada Kabupaten / Kota

e e untuk Pelaksanasn Program  Pengentasan
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Menetapkan

Kemiskinan di Provinsi Kepulanan Rian
[Berita Dmerah Provinsi Kepulavan Riau
Tahun 2010 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Natuns Nomor 26 Tahun

2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Prlaksanaan dan Penutuusahaan,
Portangpungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dun Evaluasi Belanja Subaidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan Hantan
Keuangan schagaimana telah  divbah
dengan Peraturan Pupati Natuna Nomor 8
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 26 lentang Tata
Cara Penganpggaran, Pelaksanaan dan
Penatansahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Moenitoring dan Evaluasi
Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Swosial
dan Bantuan Keuangan ({Berita Deaerah
Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUESREKAN:

FERUBAHAN KEGUA ATAS FERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN BIDANG
EELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2015

Pazal I

Beberapa  ketentuan dalam Perabaran  Bupat
Nomor 7 Tahun 2015 diunbah sebagai berilout .
1. Ketentuan dari Pasal 9 huril ¢ dinbah
sehingps berbunyi
¢, Kelompolk Penpolah dan Pemasar, antara
lain:
l} Pembelian BATHTIA pengolahan,
pemasaran dan poogcmeasan;
2} Biaya Pembclian Bahan Baku
Pengolaban Hasil Perikanan;
3) Biava Operasional dan Pemelibaraan
Maksimazl 15 %.

2, Ketentnan dari Pasal 10 angka & huruf (b
diubah sehingga berbunyi |



6] Peruntukan/Menu BLM Poklahsar wyang
diperkenankan adalah
taf Pernbelian Harana  Poogolahan,

Pemesaran dan Pengemasan

fb] Pembelian Bahan Balku Penpolahan
Hasil Perikanan

ic) Bimya Operasional dan Pemeliharaan
Maksimal 13 %%.

3. Ketentuan pada Lampiran Keputuszan Bupati
Formmulir & 4i ubah sehagaimana rercantum
pada lampiran yang tidak terpisahlenm pada
Peraturan Bupati ini.

Panal II

Feraturan Bupeti ini mulai berlakbg pada tanggal
diuncdangkan.

Agar setiap orang mengetabniinya, memerintahkan
Pengundangan Feraturan Bupeli ini  dengan
penetapannya dalam Benta Deersh Kabupaten

Natuna,
Dritetapkan di Ranai
pada tanggal & Amyustud 2608
BYPA A,
b ILYAS SABLI

Diundangkan di Kanai

pada tangmal ¥ Afpstus 206
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FORMULIR &
Rencana Usaha Bergsama [RUB] POKLAHSAR

1. Nama POKLAHSAR : (sesuat bulq: rekentng)
2. Alamat POKLAHSAR : fresuai furmufir 1)
3. Namg Ketua POELARBAR : fsesual KTP/ KK/ Kartu Nelayan)
4. Nomw Rekening POKLAHSAR : fsesuar buku rekenityg)
5. Namg Bank et oA e cabang/ i, ... ...---
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